
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

A. Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi. 2007. Hak Asasi Manusia dan 
Hukumnya. Jakarta: PERCINDO 

A.Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri. 2014. HAM Dalam 
Dinamika/Dimensi Hukum, Politil, Ekonomi, dan Sosial. Bogor: 
Ghalia Indonesia.  

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda. 2011. Teori dan Hukum Konstitusi, 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 

F.Budi Hardiman. 2011. Hak-hak asasi manusia polemic dengan agama dan 
kebudayaan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 

Feri Amsari. 2011. Perubahan UUD 1945: Perubahan Konstitusi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah 
Konstitusi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  

J.E. Sahetapy. 1982. Suatu Studi Khusus Mengenai Pidana Mati Terhadap 
Pembunuhan Berencana. Jakarta: C V. Rajawali Jakarta 

Johni Ibrahim. 2007. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: 
Bayumedia Publishing. 

Maruara Siahaan. 2012. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 
Jakarta: Sinar Grafika. 

Moh. Nasir. 1985. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

Muladi. 2004. Lembaga Pidanan Bersyarat. Bandung: Alumni. 

Munafrizal Manan. 2012. Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi. 
Bandung: Mandar Maju. 

Satya Arinanto. 2008. Dimensi-dimensi HAM mengurai hak ekonomi, sosial, dan 
budaya. Jakarta. PT Raja grafindo persada.  

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.  

Soerjono Soekanto. 2001. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. 
Jakarta: Rajawali Press. 

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. 2009. Kontroversi Hukuman Mati. 
Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. 

B. Peraturan Perundang-undangan 



 

 

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International 
Convenant on Economic, Social, and Cultural Rights. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International on 
Civil and Political Rights. 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
TIndak Pidana Korupsi. 

C. Putusan dan Perjanjian Internasional 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007. 

Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia 

Konvenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik 

D. Surat Kabar dan Website 

Pendekatan MK terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati” Konstitusi. No.96. 
Februari 2015. 

http://www.makasar.tribunnews.com 

E. Lain-lain 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. 1999. 

Li Pei Jung. 2010. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pelaksanaan 
Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Nasional. Skripsi. 
Universitas Sumatera Utara. 

Ummu Nurul Fathan. 2013. Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak di Kota 
Padang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia. Skripsi. Universitas Andalas. 


